



I. Kajian  Teori
1. Hakikat Mutu
Mutu ialah hal-hal terkait dengan efisiensi, standar yang tinggi,
keunggulan, nilai uang, dan kecocokan dengan tujuan atau pengguna
(Watty, 2006:293).  Mutu menunjukkan kesesuaian dengan tujuan yang
mencakup misi, tujuan umum, tujuan khusus, dan spesifikasinya.
Kesesuaian dengan tujuan berarti bahwa organisasi memiliki prosedur
yang sesuai dengan tujuan khusus, dan bisa dibuktikan bahwa prosedur
tersebut bisa digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.  Mutu dalam
konteks ini disebut sebagai proses transformasi (Harvey and Green,
1993).  Menurut Harvey & Green (1993) mutu memiliki enam dimensi dan
tiap dimensi memiliki ciri khusus. Keenam dimensi tersebut ialah: mutu
sebagai perkecualian (quality as exceptional), mutu sebagai kesempurnaan
atau konsistensi, mutu sebagai kesesuaian dengan tujuan, mutu sebagai
nilai uang, dan mutu sebagai transformasi. Di perguruan tinggi, istilah
mutu memiliki kaitan erat dengan penjaminan mutu.
Perguruan Tinggi dalam melakukan proses penjaminan mutu perlu
mempertimbangkan aspek-aspek yang terkandung pada mutu. Arcaro
(1995:1) menjelaskan bahwa setiap program mutu selalu mencakup empat
komponen penting. Pertama, adanya komitmen untuk berubah. Kedua,
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memahami dengan baik kondisi program atau lembaga. Ketiga, memiliki
visi masa depan yang jelas dan semua orang yang ada di lembaga harus
berpegang pada visi itu. Terakhir, memiliki rencana untuk
mengimplementasikan mutu  lembaga pendidikan.
Anderson, Scott, dan Sienneman (2004:5) mengatakan bahwa
kunci perubahan untuk meningkatkan mutu pendidikan suatu lembaga
adalah pola kepemimpinan  yang cerdas, terampil, inovatif dan kreatif.
Beberapa definisi mencoba membuat pengertian tentang mutu yang lebih
objektif. Sallis (2003:11) mengatakan bahwa pengertian mutu sulit
didefinisikan secara tegas dan sulit untuk dipahami. Sallis berpendapat
bahwa mutu adalah konsep yang absolut dan relatif. Menurut Deming,
mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar, pendapat lain
menyebutkan, mutu telah digambarkan sebagai keunggulan (Peters &
Waterman), nilai (Feigenbaum), ketepatan penggunaan (Juran & Gryna),
sesuai dengan spesifikasi (Gilmore), sesuai dengan kebutuhan (Crosby),
dan menurut Parasuraman, mutu itu sesuai dengan harapan  pelanggan
(Cheng, 1997:2).
Buletin National Education Association (NEA) tentang isu
pendidikan mengungkapkan pertanyaan “What makes a quality
institutional?”. NEA menemukan lembaga pendidikan yang bermutu
ditunjukkan melalui (1) shared understanding and commitment to high
goals, (2) open communication and collaborative problem solving, (3)
continous assesment for teaching and learning, (4) personal and
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profesional learning, (5) recources to support teaching and learning, dan
(6) curriculum and instruction (NEA, 2006).
Salah satu pendekatan yang dapat digunakan oleh stakeholder
untuk melakukan perbaikan mutu pendidikan  dengan menerapkan
benchmarking. Menurut Gaspersz (2005:47-49),  setidaknya terdapat
empat jenis bencmarking yang dapt diterapkan yakni internal
benchmarking, competitive benchmarking, functional benchmarking, dan
generic benchmarking.
Upaya perbaikan  lembaga pendidikan bermutu akan menjadi
optimal bila penerapan benchmarking dipadukan dengan filsafat kaizen.
Kaizen adalah suatu istilah dalam bahasa Jepang yang dapat diartikan
sebagai perbaikan secara terus  menerus (continous  improvement ). Enna
(2007) memaparkan pandangannya tentang kaizen sebagai The Ten
Commandments for Continous Improvement seperti (1) problems create
opportunities, (2) ask why five times (3) seek ideas from everyone, (4)
think of solutions that make it possible, (5) re-evaluate fixed ideas, (6)
excuses are not needed, (7) choose a simple solution, not the perfect one,
(8) correct mistakes immediately, (9) use your craftiness, not your cash,
and (10) continous improvement is endless.
2. Kajian Evaluasi Mutu
Asselin (2003: 10) menyatakan bahwa penilaian adalah
mengumpulkan informasi tentang kemampuan siswa atau mahasiswa dan
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evaluasi adalah digunakan sebagai informasi untuk membuat
pertimbangan tentang kemampuan tersebut. Gardner (Stark & Thomas,
1994:8) memaparkan :
five basic definitions of evaluation are identified: (1) evaluation as
measurement, (2) evaluation as professional judgment, (3)
evaluation as the assesment of congruence between performance
and objectives (or standard of performance), (4) decision-oriented
evaluation, and (5) goal-free/responsive evaluation.
Menurut Djemari Mardapi (2008:8) melalui evaluasi akan
diperoleh informasi tentang apa yang telah dicapai dan mana yang belum,
dan selanjutnya informasi ini digunakan untuk perbaikan suatu program.
Fernandes (1984:1) menyatakan bahwa dua fungsi dasar evaluasi adalah
evaluasi formatif digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan dari
sebuah program, dan fungsi dari evaluasi sumatif digunakan untuk
tanggung jawab, memilih dan sertifikasi. Ia menyatakan bahwa standar
dari evaluasi memiliki empat kriteria, yaitu (1) utility atau keperluan (2)
accuracy atau ketepatan (3) feasibility atau kelayakan dan (4) propriety
atau kebenaran.
Karena itu, evaluasi mutu merupakan suatu proses atau kegiatan
pemilihan, pengumpulan, analisis dan penyajian informasi yang dapat
digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan mutu
program selanjutnya.
3. Komponen Mutu Program Studi
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Bridge, Judd, dan Moock (1979:1-3) menyatakan faktor-faktor
pengaruh terhadap keluaran pendidikan merupakan fungsi produksi dari
sistem pendidikan. Jurusan atau program studi sebagai bentuk mikro
penyelenggaraan pendidikan formal juga merupakan fungsi produksi untuk
menghasilkan  lembaga pendidikan yang bermutu. Berdasarkan konsep
Bridge tersebut,  optimalisasi fungsi dari masing-masing komponen mutu
untuk mendapatkan lembaga yang bermutu menjadi bagian yang sangat
urgen. Adapun komponen mutu lembaga pendidikan adalah:
a. Keefektifan Proses Pembelajaran (Effective Learning and
Teaching)
b. Kepemimpinan (Leadership)
c. Tenaga Pendidik/Dosen (Lecturers)
d. Peserta didik/Mahasiswa (Students)
e. Manajemen lembaga (institutional Management)
f. Lingkungan Fisik dan Sumberdaya
g. Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Satisfaction)
h. Budaya Lembaga (Institutional Culture)
i. Hasil Belajar (Performance) dan
j. Pertanggungjawaban (Accountability)
4. Indikator Mutu Program Studi
Sebagai pakar mutu, Sallis (2002:151-159) menetapkan sepuluh
indikator mutu sebagai instrumen evaluasi diri. Indikator mutu yang
dikembangkan Sallis memberikan data tentang kontribusi masing-masing
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indikator terhadap peningkatan mutu,  antara lain: (1) effective learning and
teaching (20%), (2) leadership (15%), (3) Staff (15%), (4) students (15%),
(5) standards (10%), (6) organization (5%), (7) physical environment and
resources (5%), (8) external relations (5%), (9) access (5%), dan (10)
service to customers (5%). Selanjutnya Sallis mengemukakan bahwa
indikator mutu pendidikan dapat terlihat dari dua sudut pandang yaitu
lembaga sebagai pennyedia jasa pendidikan (service provider) dan
mahasiswa sebagai pengguna jasa (costumer) yang di dalamnya ada orang
tua, masyarakat dan stakeholder.
Indikator mutu dari perspektif service provider adalah bahwa
lembaga pendidikan harus memenuhi indikator produk yang bermutu dilihat
dari output lembaga pendidikan tersebut. Indikator itu adalah :
a. Sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau conformance to
specification;
b. Sesuai dengan penggunaan atau tujuan atau fitness for purpose or
use;
c. Produk tanpa cacat atau zero defect;
d.Sekali benar dan seterusnya atau right first, every time.
Indikator mutu dari perspektif costumer adalah:
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a. Kepuasan pelanggan atau costumer satisfaction. Bila produk dan jasa
dapat melebihi harapan pelanggan atau exceeding costumer
expectation;
b. Setia kepada pelanggan atau delighting the costumer
Sesuai dengan konsep bahwa pendidikan adalah layanan jasa maka indikator
kepuasan pengguna dapat terlihat dari : Tangibles (Penampilan),
, Reliability (keandalan), Responsiveness(respon), Assurances (keyakinan),
dan Empathy (empati). Doughty (2006) mengajukan empat indikator mutu,
yakni: (1) efficiency, (2) effectiveness, (3) productivity, dan (4) satisfaction.
Lembaga pendidikan bermutu, menurut National Educational
Association (NEA, 2006) setidaknya memiliki enam indikator mutu,
yakni:
(1) shared understanding and commitment to high goals, (2) open
communication and collaborative problem solving, (3) continous
assesment for teaching and learning, (4) personal  and professional
learning, (5) resources to support teaching and learning, dan (6)
curriculum and instruction.
5. Sistem Penjaminan Mutu Internal Sebagai Dasar Melaksanakan
Evaluasi Mutu
Kunci penjaminan mutu adalah untuk memberi informasi kepada
komunitas akademis seluas mungkin, mulai dari dosen ke mahasiswa dan
staf administrasi yang akan melaksanakan penjaminan mutu dalam praktik
dan dalam perspektif institusi (Tam, 2001). Dalam ekspansi global,
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pendidikan tinggi telah menempatkan informasi kualitas akademik sebagai
benchmarking universitas. Universitas harus memperkenalkan evaluasi
sistematis pendidikan di tingkat departemen, fakultas dan universitas
berdasarkan tujuan dan sasaran utama  (Rossi et al, 2004). Program
penilaian harus mencerminkan kualitas pendidikan tinggi, menentukan
capaian yang akan diukur, dan pendekatan pengukuran (Tam, 2001).
Penjaminan mutu berhubungan erat dengan pengukuran dan
benchmarking. "Apa yang Anda ukur adalah apa yang Anda dapatkan".
“Tolok ukur apa yang Anda gunakan adalah apa yang Anda dapatkan”
(Chinta et.al., 2016: 990). Pengukuran menjadi dasar untuk menggunakan
matrik manajemen kinerja untuk memastikan bahwa organisasi berusaha
untuk mencapai kemajuan bersama dalam berbagai dimensi (Podsakoff et
al., 2000).
Pendidikan tinggi, seperti industri harus menjadikan benchmarking
dalam kinerjanya dengan target khusus. Proses benchmarking membantu
mengidentifikasi dan memahami proses, output, dan kualitas. Proses ini
secara obyektif membantu penetapan setting untuk mencari dan
menemukan sejauh mana target yang ditetapkan bisa dipenuhi (Shafer &
Coate, 1992). Benchmarking memberi petunjuk pimpinan lembaga suatu
acuan eksternal atau standar untuk mengevaluasi kualitas dan biaya
kegiatan internal organisasi, praktik, dan prosesnya (Tam, 2001).
Mutu berfokus pada tiga tujuan dasar pendidikan tinggi: penelitian,
layanan publik atau komunitas, dan pembelajaran. Pembelajaran harus
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menjadi tujuan utama karena pembelajaran ialah alasan pokok bagi
keberadaan universitas. Mahasiswa adalah bagian utama dari konsep mutu
dan universitas dituntut mampu memberikan pembelajaran yang
berkualitas dengan menciptakan kondisi yang menguntungkan dan optimal
untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif. Oleh karena itu, kualitas
bertumpu pada peningkatan pengalaman mahasiswa sebagai pertimbangan
utama (Patil & Pudlowski, 2005).
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada suatu perguruan
tinggi merupakan kegiatan mandiri dari perguruan tinggi bersangkutan
untuk menjalankan proses penjaminan mutu tanpa mendapat campur
tangan dari pemerintah. SPMI merupakan hak otonomi suatu perguruan
tinggi untuk menjaga mutu proses-proses yang berlangsung di perguruan
tinggi melalui suatu sistem yang dirancang, dijalankan, dan dikendalikan
oleh perguruan tinggi itu sendiri.
Pemerintah tidak ikut campur dalam sistem penjaminan mutu
internal karena sejarah, visi dan misi, budaya organisasi, ukuran
organisasi, struktur organisasi, sumber daya, dan pola kepemimpinan
antara perguruan tinggi yang satu berbeda dengan perguruan tinggi lain.
SPMI memiliki posisi dan arti penting di suatu perguruan tinggi karena di
masa mendatang eksistensi dan mutu perguruan tinggi tidak hanya
bergantung pada penilaian pemerintah, melainkan terutama pada penilaian
stakeholder (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, dosen, tenaga penunjang,




SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi
di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi (internally driven) untuk
mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi
secara berkelanjutan (continuous improvement). Penjaminan mutu
pendidikan tinggi merupakan hal yang mutlak yang harus dilakukan
oleh perguruan tinggi untuk memastikan bahwa segala proses yang
berlangsung di dalamnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang
perlu dilakukan oleh pendidikan tinggi.
Secara umum dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan
penjaminan mutu adalah perencanaan, penerapan, pengendalian, dan
pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan
berkelanjutan (continuous improvement/Kaizen) sehingga stakeholders
baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.
Berdasarkan definisi tersebut, suatu perguruan tinggi dikatakan
bermutu apabila:
1).  Perguruan tinggi mampu menetapkan dan mewujudkan misinya
2). Perguruan tinggi mampu menjabarkan visinya ke dalam sejumlah
standar dan standar turunan
3). Perguruan tinggi mampu menerapkan, mengendalikan, dan
mengembangkan sejumlah standar dan standar turunan dalam butir




Tujuan SPMI adalah memelihara dan meningkatkan mutu
pendidikan tinggi secara berkelanjutan yang dijalankan oleh suatu
perguruan tinggi secara internal, untuk mewujudkan misi, serta untuk
memenuhi kebutuhan stake holders melalui penyelenggaraan Tridharma
Perguruan Tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu dilakukan
melalui SPMI, untuk kemudian memperoleh akreditasi melalui Sistem
Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) oleh Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau lembaga mandiri yang diakui
pemerintah. Peningkatan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan
dapat diwujudkan secara komprehensif melalui Sistem Penjaminan
Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) seperti terlihat pada gambar berikut :
Gambar 1. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
Sumber: Buku Panduan SPMI - Dikti







Pelaksanaan SPMI di perguruan tinggi dapat dikendalikan melalui
berbagai model manajemen mutu. Salah satu model manajemen mutu
yang dapat digunakan adalah model PDCA (Plan, Do, Check, Action)
yang menghasilkan pengembangan berkelanjutan (continuous
improvement) atau kaizen mutu tinggi.
Dalam buku Sistem Penjaminan Mutu untuk Perguruan Tinggi
(2014: 21) dinyatakan bahwa semua pelaku manajemen kendali mutu
berbasis PDCA diharapkan melandaskan pola pikir dan pola tindak
mereka pada prinsip-prinsip di bawah ini:
1). Mengutamakan kualitas (Quality first)
Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan harus
diprioritaskan pada mutu.
2). Semua untuk stakeholders (Stakeholder-in)
Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan harus memiliki
tujuan untuk memberi kepuasan kepada stakeholders.
3).Proses selanjutnya adalah memuaskan stakeholder (The next process
is our stakeholders)
Setiap orang yang melakukan tugas dalam setiap proses yang
dilakukan pendidikan tinggi harus menganggap orang lain yang akan
menggunakan hasil kerjanya sebagai stakeholder yang harus
dipuaskan.




Setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam proses-proses di
perguruan tinggi harus berdasar pada analisis data yang telah
dikumpulkan dan diolah, bukan berdasar pengandaian atau rekayasa.
5). Keterlibatan semua pihak (Upstream management)
Semua pengambilan keputusan di dalam proses pendidikan tinggi
dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif.
Tahapan check pada manajemen kendali mutu berbasis PDCA
merupakan langkah di mana setiap pelaksana pendidikan tinggi harus
melakukan audit terhadap seluruh hasil pelaksanaan tugasnya dengan
standar mutu yang telah ditetapkan. Apabila hasil audit yang dilakukan
ternyata positif, dalam arti telah mencapai standar mutu yang
ditetapkan, maka pada proses perencanaan berikutnya standar mutu
tersebut harus dinaikkan, sehingga terjadi kaizen mutu pendidikan
tinggi. Apabila hasil evaluasi negatif, yang berarti standar mutu yang
telah direncanakan belum atau tidak tercapai, pelaksana pendidikan
tinggi harus segera melakukan tindakan (action) agar standar mutu
dapat dicapai.
d. Pelaksanaan SPMI
Buku Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (2014: 23-24)
juga menyatakan ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi oleh
pelaksana pendidikan tinggi agar SPMI dapat dilaksanakan di
perguruan tinggi. Prasyarat yang dimaksud adalah komitmen,


perubahan paradigma, dan sikap mental para pelaku proses pendidikan
tinggi, serta pengorganisasian penjaminan mutu di perguruan tinggi.
1). Komitmen
Para pelaku proses pendidikan tinggi di perguruan tinggi, baik yang
memimpin maupun dipimpin, harus memiliki komitmen yang tinggi
untuk senantiasa menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan
tinggi yang diselenggarakannya. Tanpa adanya komitmen di semua
lini organisasi perguruan tinggi, SPMI di perguruan tinggi tidak akan
dapat berjalan lancar atau bahkan tidak berjalan sama sekali.
Komitmen di semua lini dapat diupayakan melalui berbagai cara.
Cara-cara untuk menggalang komitmen biasanya memperhatikan
sejarah, visi dan misi, budaya organisasi, ukuran organisasi, struktur
organisasi, sumber daya, dan pola kepemimpinan.
2). Perubahan paradigma
Paradigma baru dalam penjaminan mutu yang harus dimiliki oleh
perguruan tinggi adalah bahwa proses pemeliharaan dan peningkatan
mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi
harus dilakukan atas inisiatif sendiri (internally driven) sehingga visi
perguruan tinggi dapat diwujudkan dan stakeholder terpuaskan.
Dengan paradigma baru itu tugas pengawasan oleh pemerintah
diringankan, akuntabilitas perguruan tinggi ditingkatkan, stakeholder




Banyak perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi tanpa
ada perencanaan yang matang. Hal ini tampak dari fakta bahwa
berbagai rencana baru disusun untuk memenuhi persyaratan tertentu,
misal untuk keperluan perijinan atau akreditasi. Sikap mental seperti
itu harus diubah dengan sikap mental baru yaitu merencanakan
seluruh proses terlebih dahulu dan mengerjakan proses sesuai
rencana (plan your work and work your plan).
4). Pengorganisasian
Organisasi dan mekanisme kerja SPMI di perguruan tinggi tidak
memiliki pola baku yang harus diikuti oleh semua perguruan tinggi.
Semua dikembalikan pada perguruan tinggi masing-masing dengan
melihat pada sejarah, visi dan misi, budaya organisasi, ukuran
organisasi, struktur organisasi, sumber daya, dan pola kepemimpinan
di perguruan tinggi tersebut. Faktor terpenting yang perlu mendapat
perhatian dalam organisasi SPMI adalah bahwa organisasi itu
mampu menumbuhkan kesepahaman tentang SPMI di perguruan
tinggi tersebut, yang pada gilirannya akan menumbuhkan sikap
suportif dari seluruh komponen di perguruan tinggi itu terhadap
upaya penjaminan mutu pendidikan tinggi.
6. Penyiapan Guru Profesional
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Isu pengembangan standar guru profesional berkembang di
berbagai negara dengan fokus jenis kegiatan sampai visi pendidikan abad
21.  Qi (2012: 1) melaporkan pendidikan guru telah menjadi pusat
kebijakan utama dalam layanan pendidikan. Pengembangan profesional
diakui sebagai salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan
keterampilan dan sikap profesional guru terhadap sekolah yang lebih
baik, dan meningkatkan proses pembelajaran dan hasil siswa. Menurut Qi
(2012: 2) pendidikan guru yang efektif adalah kunci bagi kemampuan
guru untuk menghadapi perubahan pendidikan dan menangani berbagai
kondisi sosial ekonomi di dalam dan di luar sekolah. Pendidikan pra-
layanan (pre-service teaching) memberikan landasan penting bagi
pembelajaran profesional guru, tetapi pembelajaran yang lebih
profesional tetap diperlukan sepanjang karier guru karena berbagai
kebutuhan profesional selalu muncul konteks pembelajaran selalu
bergeser.
Dalam praktiknya, Kennedy (2016 : 496) mengakui bahwa para
guru melaksanakan tugas yang sulit terkait hal yang tidak dipelajari
sebelumnya, dan mungkin mereka memang tidak belajar ketika kuliah.
Iklim akuntabilitas lembaga menjadi tantangan keberhasilan dalam
menjalankan tugas yang terus berkembang dan menjadi tuntutan yang
terus meningkat, yang semuanya menuntut pengembangan guru
profesional.  Pengembangan guru profesional telah diakui secara luas
sebagai kebutuhan penting karena bagi sebagian besar guru pengetahuan


yang mereka peroleh dari kuliah tidak memadai untuk menghadapi
permasalahan dalam kelas. Apa yang dimiliki guru tidak cukup untuk
mendukung pemahaman mereka tentang apa yang diharapkan, diketahui,
dan dapat dilakukan oleh siswa. Pengembangan profesional (Kennedy,
2016: 499) dapat mendorong peningkatan dalam pengajaran. Namun,
belum terjadi kesepakatan  tentang cara kerja pengembangan profesional,
apa yang terjadi dalam pengembangan profesional, bagaimana hal itu
mendorong pembelajaran guru, dan bagaimana hal itu diharapkan
mengubah praktik mengajar.
Isu utama yang dihadapi Indonesia saat ini, ialah rendahnya
kualitas lembaga pendidikan tinggi sebagai penyedia guru dan tenaga
kerja. Universitas sebagai penyedia pendidikan guru awal yang sah saat ini
memainkan peran kunci dalam proses transformatif ini (Qi, 2012: 2).
Universitas harus mengambil peran baru dengan membentuk kemitraan
yang erat dengan sekolah dan masalah mereka dalam pendidikan,
menghasilkan program dan materi lanjutan untuk pelatihan guru
(Leithwood, Jantzi, & Steinbach, 2004).
Istilah pengembangan profesi guru mengacu pada pendidikan
lanjut untuk guru dan dapat diidentikkan dengan "layanan pendidikan
guru", “pengembangan staf”, atau “pelatihan” (Qi, 2012: 15).
Pengembangan profesional didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan
keterampilan, pengetahuan, keahlian, dan karakteristik individu sebagai
seorang guru. Pengembangan profesional yang efektif terus berlangsung,
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yang meliputi pelatihan, latihan dan umpan balik,  menyediakan waktu
yang cukup dan dukungan tindak lanjut (OECD, 2015). Pengembangan
profesional guru adalah "upaya sistematis untuk membawa perubahan
dalam praktik kelas guru, dalam sikap dan keyakinan mereka, dan dalam
hasil belajar siswa (Guskey (2002: 381). Bennet & Fox (1993: 264)
mendefinisikan pendidikan profesional sebagai proses teknis untuk
membantu para profesional memberikan layanan yang lebih baik kepada
klien. Pengembangan profesi guru adalah aspek penting dari kualitas. "Ini
menghubungkan kebutuhan individu guru dengan tantangan pekerjaan.
Motivasi guru untuk tetap pembelajar  sepanjang karir mereka mendukung
akuntabilitas profesional dan memastikan tanggung jawab (Qi, 2012: 15).
Kennedy (2016) menjelaskan pengembangan profesional memiliki
beberapa variasi, yaitu: subjek dan pedagogi; fokus substantif: praktik
mengajar generik, praktik pengajaran khusus subjek, kurikulum dan
pedagogi, dan bagaimana siswa belajar; desain program; langkah-langkah
tindak lanjut di sekolah guru, metode pembelajaran aktif, partisipasi
bersama, bagaimana siswa mempelajari konten tertentu; isi dan proses
program, karakteristik sekolah guru, dan konteks sosial dari pekerjaan
mereka. Pengembangan guru profesional terdiri dari pelatihan dan
pengembangan guru. Pelatihan melibatkan pengembangan konsep dasar,
teori dan prinsip dan keterampilan mengajar, diperoleh melalui
pengamatan guru yang berpengalaman dan terlibat dalam praktik mengajar
terkontrol, misalnya melalui pengajaran mikro atau pengajaran sejawat.
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Dalam perspektif ini, pengajaran yang baik dilihat sebagai penguasaan
pengetahuan dasar dan seperangkat keterampilan atau kompetensi.
Pengembangan guru melayani tujuan jangka panjang dan berusaha
memfasilitasi pemahaman umum guru tentang pengajaran, konteks
pengajaran dan penampilannya sebagai guru. Fokus pendidikan dalam
jabatan dibangun di atas pengetahuan awal dan basis keterampilan yang
diperoleh melalui pelatihan guru.
Pengembangan guru melibatkan pengembangan pemahaman yang
lebih dalam dari basis pengetahuan, yaitu:
a. Pengetahuan disiplin: pemahaman atas dasar disiplin keahlian dan
mendefinisikan pengetahuan profesional.
b. Keahlian pedagogi: penguasaan bidang pengajaran baru, menambah
kemampuan  spesialisasi pengajaran, meningkatkan kemampuan untuk
mengajarkan berbagai bidang keterampilan kepada peserta didik dari
berbagai usia dan latar belakang.
c.  Memahami peserta didik : memperdalam pemahaman peserta didik,
gaya belajar, masalah dan kesulitan peserta didik, cara membuat konten
lebih mudah diakses oleh peserta didik.
d.  Memahami kurikulum dan materi: memperdalam pemahaman
seseorang tentang kurikulum dan inisiatif kurikulum, penggunaan dan
pengembangan bahan ajar.
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e.  Keterampilan penelitian: pengetahuan tentang pendekatan penelitian,
pengumpulan dan analisis data serta kemampuan melakukan penelitian
tindakan kelas.
f. Kemajuan karir: akuisisi pengetahuan dan keahlian yang diperlukan
untuk kemajuan pribadi, termasuk keterampilan mentoring dan
pengawasan.
Pengembangan profesional dapat terjadi kapan saja baik dalam
waktu penuh atau sebagai studi paruh waktu selama kehidupan menjadi
guru. Program ini bisa berupa pekerjaan yang direncanakan secara
sistematis selama periode tertentu yang mengarah pada sertifikat lanjutan,
diploma atau gelar yang lebih tinggi. Pengembangan profesi juga bisa
dikerjakan tidak terjadwal tanpa pengakuan organisasi, diprakarsai oleh
guru atau sistem sekolah, dan lakukan secara individu mengikuti minat
sendiri (Qi, 2012:14).
OECD (2015) mengidentifikasi sembilan kegiatan pengembangan
profesi guru yang dilakukan di berbagai negara di Eropa dan Amerika,
yaitu:
1) dialog informal untuk meningkatkan pengajaran
2) kursus dan lokakarya, misalnya materi pelajaran, metode, topik terkait
pendidikan
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3) membaca literatur profesional, misalnya jurnal
4) konferensi dan seminar pendidikan
5) jaringan pengembangan profesional
6) penelitian individu dan kolaboratif
7) pendampingan dan pengamatan rekan
8) kunjungan observasi ke sekolah lain
9) program kualifikasi.
Komite Profesi Guru Finlandia (FCTP, 2012: 9) menggunakan dua
kriteria sebagai standar profesi guru:
1) standar kepribadian yang meliputi: penghargaan (respect), kepedulian
(care), integritas (integrity), dan kepercayaan (trust);
2) pengetahuan profesional, termasuk standar pengajaran, pengetahuan,
keterampilan, kompetensi dan perilaku.
Menurut  OECD (2015: 10) guru harus menunjukkan penghormatan
terhadap nilai-nilai spiritual dan budaya, keragaman, keadilan sosial,
kebebasan, demokrasi dan lingkungan. Guru bekerja dengan motivasi
untuk  kepentingan terbaik siswa ,  profesional, dan penuh empati memiliki
integritas terdiri dari kejujuran, keandalan, dan tindakan moral. Guru
melatih integritas melalui komitmen, tanggung jawab, dan tindakan
profesional mereka. Selain itu, hubungan guru dengan siswa, kolega, orang
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tua, manajemen sekolah, dan masyarakat didasarkan pada kepercayaan.
Kepercayaan melahirkan ketulusan, keterbukaan dan kejujuran.
The North Caroline Board of Education (2015) mengemukakan enam
standar guru profesional terkait visi pendidikan abad ke-21. Standar
tersebut adalah:
1). guru menunjukkan kepemimpinan
2). guru membangun lingkungan yang penuh hormat untuk populasi siswa
yang beragam
3). guru menguasai konten yang mereka ajarkan
4). guru memfasilitasi pembelajaran untuk siswa
5). guru memfasilitasi banyak latihan untuk siswa,
6). guru berkontribusi pada keberhasilan akademik siswa.
Tuntutan yang berbeda pada pendidikan abad 21 menuntut peran
baru bagi para guru untuk menguasai kelas dan berperan aktif di sekolah
mereka. Guru perlu mengetahui dan melakukan kemampuan profesional
abad ke-21, yaitu:
1). Kepemimpinan di antara staf dan administrasi untuk membangun
konsensus dan kesamaan, berbagi kepemilikan visi dan tujuan kerja




2). Guru membuat konten yang mereka ajarkan menjadi menarik, relevan,
dan bermakna bagi kehidupan siswa.
3). Guru tidak bisa lagi menjelaskan materi sendirian; bersama dengan
siswa, mereka mencari solusi. Guru mengajarkan konten inti dan
memasukkan keterampilan seperti pemikiran kritis, pemecahan
masalah, dan literasi teknologi informasi dan komunikasi (ICT).
4). Di kelas, guru memfasilitasi dan mendorong semua siswa untuk
menggunakan keterampilan abad 21 sehingga mereka menemukan
cara belajar, berinovasi, berkolaborasi, dan mengkomunikasikan ide-
ide mereka.
5). Konten abad ke-21 (kesadaran global, literasi kewarganegaraan, literasi
keuangan, dan kesadaran kesehatan) disertakan dalam konten inti.
6). Disiplin dan melibatkan hubungan dengan rumah dan masyarakat.
7). Guru merefleksikan latihan siswa, memasukkan penilaian otentik dan
terstruktur dan menunjukkan pemahaman siswa.
8). Guru mendemonstrasikan nilai pembelajaran sepanjang hayat dan
mendorong siswa untuk belajar dan tumbuh berkelanjutan.
Banyak rumusan sumberdaya manusia yang diidealkan bangsa
Indonesia di era informasi. Misalnya, Tilaar (1998: 68) mengemukakan
sumberdaya  manusia abad 21 adalah manusia yang terus - menerus belajar
dan pentingnya penghayatan nilai-nilai indigenous. Masrun, dkk. (1986)
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merumuskan sumberdaya manusia era pengetahuan, yaitu memiliki (1)
kemampuan mengembangkan diri dan berorientasi ke depan; (2) ketaatan
pada nilai-nilai moral dan keagamaan; (3) sikap sosial dalam
melaksanakan hubungan antar manusia; (4) kepekaan dan kemandirian;
dan (5) kemampuan pengendalian diri.
Berdasarkan kedua rumusan sumberdaya manusia yang
dikemukakan di atas, rumusan sumberdaya manusia era informasi versi
Tilaar yang relevan diikuti.  Apalagi jika dikaitkan dengan Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 3 menyebutkan bahwa manusia yang
dicita-citakan adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Jadi, penekanannya adalah seberapa jauh dalam diri sumberdaya
manusia telah tertanam kesadaran dan kebiasaan untuk belajar dan belajar
sepanjang hayat. Kebutuhan untuk belajar sepanjang hayat harus dimiliki
oleh guru karena   pendapat Margaret E. Goertz, dkk (2003:14)
menyatakan bahwa dalam mempersiapkan guru ada beberapa tahapan yang
harus ditempuh, seperti gambar berikut:
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Gambar 2. Tahapan Penyiapan Guru
Penyediaan guru memiliki beberapa tahap dari kebijakan yang
mempengaruhi pihak yang akan masuk pada pendidikan guru, kurikulum,
penyempurnaan pendidikan guru, sertifikasi awal guru, penggajian,
pengembangan profesi dan sertifikasi lanjut. Kebijakan itu akan
mempengaruhi mutu penyediaan guru.
Selain itu di beberapa negara memiliki filter dalam pendidikan dan
pengembangan  guru. Berikut gambarannya:




















































































7. Bentuk-bentuk Penyiapan Guru
Bentuk penyelenggaraan pendidikan guru, terdiri atas concurrent model
(model seiring) dan consecutive model (pendekatan berlapis).
a. Concurrent model (model seiring), di mana penyiapan calon guru
dilakukan dalam satu kali langkah antara penguasaan bidang studi
(subject matter) dengan penguasaan proses pembelajaran. Model inilah
yang dipakai selama lebih dari 50 tahun di Indonesia. Model ini
mengasumsikan bahwa seorang calon guru sejak awal sudah mulai
memasuki iklim, menjiwai, menyadari akan dunia profesinya. Seorang
guru tidak hanya dituntut menguasai bidang studi yang akan
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diajarkannya, melainkan juga kompetensi pedagogi, sosial, akademik,
dan kepribadian sebagai pendidik. Kompetensi tersebut bukan sesuatu
yang terpisah, melainkan menjadi ramuan komposisi yang khas yang
dijiwainya.
b. Consecutive model (pendekatan berlapis). Model ini menghendaki
penyiapan guru dilakukan dalam napas atau rangkaian yang berbeda.
Artinya, calon guru adalah para sarjana bidang ilmu, kemudian setelah
itu menempuh pendidikan lanjutan di LPTK untuk memperoleh akta
kependidikan. Model ini menghendaki sarjana dulu di bidangnya
kemudian mengikuti pendidikan akta kependidikan sebagai sertifikasi
profesi kependidikan.
8. Tahapan  Penyiapan Guru
Penyiapan guru menurut Bransford, Darling-Hammond dan LePage
(2005:3)  tidak hanya menjadikan guru sebagai gudang fakta dan gagasan
tetapi sebagai a source and creator of knowledge and skills needed for
instruction.
Sucipto (1998:15) memberikan uraian bahwa pengembangan
profesionalitas guru dapat dilakukan baik masih dalam pendidikan pra
jabatan maupun setelah bertugas.
a. Pengembangan sikap selama Pendidikan Pra jabatan.
Dalam pendidikan prajabatan, calon guru dididik dalam berbagai
pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang diperlukan dalam
pekerjaannya nanti. Oleh karena itu lembaga pendidikan yang
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menghasilkan calon guru harus memenuhi standar standar tertentu
(Sutjipto, 2003: 16). Standar standar tersebut adalah:
1) Pendidikan guru harus didasarkan pada visi, bahwa guru harus
responsif terhadap tuntutan mutu yang selalu meningkat. Oleh
karena itu lembaga ini harus mampu menciptakan guru profesional
yang handal dan responsif sesuai dengan tuntutan mutu, baik
secara nasional maupun internasional.
2) Perlunya lembaga pendidikan guru menerapkan standar
internasional yang meliputi kelembagaan pendidikan guru baik
prajabatan maupun dalam jabatan.
3) Lembaga pendidikan guru harus mampu menawarkan program-
program yang berkualitas dan bermutu tinggi. Pengelolaan
program harus memungkinkan terjadinya proses interaksi yang
saling memperkaya diantara program, pelaku dan pemanfaatan
fasilitas.
4) Di dalam rancangan dan praksis, kurikulum harus terjadi integrasi
antara kelompok pengalaman yang mengembangkan kepribadian,
dan wawasan profesi, dengan penguasaan bidang ilmu, serta
penguasaan ilmu pendidikan dan praksisnya.
5) Lembaga pendidikan guru harus dibatasi kepada yang benar-benar
dapat menjamin kualitas keluarannya.
6) Pengalaman lapangan merupakan bagian dari pendidikan calon
guru yang sangat esensial.
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7) Dosen dan tenaga penunjang pendidikan lainnya harus mempunyai
kualitas yang tinggi dan berdasarkan analisa kebutuhan.
8) Pengembangan staf melalui pertemuan profesional, pendidikan
lanjut harus selalu dilakukan.
9) Lembaga pendidikan harus mempunyai fasilitas yang lengkap,
fasilitas penunjang dan fasilitas pembentukan kepribadian yang
mantap.
b. Pengembangan Sikap selama dalam jabatan. Pengembangan sikap
profesional tidak terhenti apabila calon guru selesai mendapatkan
pendidikan prajabatan. Banyak usaha yang dapat dilakukan melalui
kegiatan formal maupun informal. Kegiatan ini selain dapat
meningkatkan ketrampilan, sekaligus dapat juga meningkatkan sikap
professional guru.
9. Guru Pendidikan  Islam
a. Pengertian Guru Pendidikan Islam
Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh
Muhibbin (2003:220), guru diartikan sebagai orang yang pekerjaannya
(mata pencariannya) mengajar, walaupun masih ada guru yang tidak dibayar
atau mengajar sebagai perjuangan saja, tetapi masih tetap menganggap
bahwa mengajar sebagai suatu pekerjaan.
Pada awalnya yang tidak dibayar tersebut menganggap mengajar
sebagai perjuangan dengan konsekuensi tidak dibayar, tetapi tujuan
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akhirnya secara umum masih sama yaitu ingin dibayar bahkan ingin
diangkat sebagai pegawai negeri.
Terlepas dari pandangan di atas, berikut ini akan diuraikan tentang
definisi guru dari beberapa ahli pendidikan , yaitu :
a. Ahmad D. Marimba (1987:37) : menyebutkan guru dengan istilah
pendidik, yang artinya orang yang memikul tanggung jawab untuk
mendidik.
b. Muhibbin Syah (2003: 256) : mendefinisikan guru sebagai tenaga
pendidik yang tugas utamanya mengajar, dalam arti mengembangkan
ranah cipta, rasa dan karsa siswa sebagai implementasi konsep ideal
mendidik.
c. Syaiful Bahri Djamarah dan Azwan Zair (1996 : 126): mengatakan
bahwa guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu
pengetahuan kepada anak didiknya di sekolah.
d. Ametembun  (1974: 3): mendefinisikan guru ialah semua orang yang
berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid,
individual atau klasikal baik di sekolah maupun diluar sekolah.
Sedangkan pengertian pendidikan agama Islam menurut Zakiah
Daradjat (2000: 86) adalah pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran agama
Islam yaitu bimbingan dan asuhan kepada anak didik agar nantinya setelah
selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan
ajaran-ajaran agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi
keselamaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat kelak.
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Menurut Abdurrahman An-Nahlawi (1989: 237) bahwa guru
pendidikan Islam adalah guru yang mengajarkan serta mengkaji ilmu ilahi
kepada manusia dan menyucikan mereka yakni mengembangkan dan
membersikan jiwa mereka. Sedangkan menurut Arifin (1991:9) guru
pendidikan  Islam ialah seorang yang diberi tugas, wewenang dan tanggung
jawab oleh pejabat berwenang untuk mengajarkan mata pelajaran atau
rumpun mata pelajaran agama Islam pada madrasah di lingkungan
Departemen Agama.
Dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa guru
pendidikan Islam adalah guru yang melaksanakan tugas  pengajaran,
bertanggung jawab dan mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas
dan pembinaan bagi peserta didik dalam bidang pendidikan  Islam dan
berakhlak mulia.
Guru pendidikan Islam atau guru yang mengajar mata pelajaran
agama Islam mengupayakan supaya perkembangan seluruh potensi anak
didik, baik potensi psikomotor, kognitif maupun potensi afektif agar
berkembang secara optimal. Dalam ilmu pendidikan Islam, guru sering
disebut sebagai ustadz, muaddib, mu’allim, mursyid, murabby, dan
mudarris. Istilah ustadz di dunia Arab biasa digunakan untuk memanggil
seorang professor     (Muhaimin, 2003 : 209). Hal ini mengandung makna
bahwa seorang guru dituntut komitmennya terhadap profesionalisme dalam
mengemban tugasnya selaku pendidik.
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Sedangkan istilah muaddib memiliki beberapa arti yaitu sopan,
berbudi bahasa baik, mendidik, etika, akhlak (Ahmad Warson Munawir,
1984 : 14). Berkaitan dengan arti istilah tersebut, dengan demikian seorang
guru sebagai pendidik dituntut untuk memegang etika, akhlak karimah,
sopan santun dan bertutur kata yang baik, baik ketika di hadapan anak-anak
maupun dalam kehidupan sehari-hari. Istilah mu’addib dalam bahasa
Indonesia dikaitkan dengan kata “peradaban” yang berasal dari kata “adab”,
maka guru hendaknya orang yang beradab sekaligus memiliki peran dan
fungsi untuk membangun peradapan (civilization) yang berkualitas di masa
depan (Muhaimin, 2003: 213).
Istilah mu’allim seakar dengan kata “Ilm” yang berarti ilmu
pengetahuan dan seakar dengan kata “’alam” yang berarti alam. Jika
dikaitkan dengan guru, berarti bahwa seorang guru dituntut mengajarkan
ilmu pengetahuan kepada peserta didik sehingga mengerti, memahami,
menghayati dan dapat mengamalkannya (Muhaimin, 2003: 120).
Istilah selanjutnya yaitu murabby berasal dari kata rabb. Rabb
mengandung arti memelihara, mendidik, mengasuh, pemilik dan pemimpin
(Ahmad Warson Munawir, 1984: 535). Sedangkan istilah mursyid
mengandung arti mengajar, memimpin, membimbing, menunjukkan,
memberi nasehat. Istilah mursyid merupakan gelar untuk guru yang biasa
digunakan dalam dunia tarekat.
Istilah mudarris mengandung arti  hilang bekasnya, menghapus,
melatih, mempelajari (Ahmad Warson Munawir, 1984: 429). Dilihat dari
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pengertian ini, maka tugas seorang guru adalah berusaha menghilangkan
ketidaktahuan dan kebodohan peserta didik agar menjadi cerdas dengan
melatih kecakapan dan ketrampilan mereka sesuai bakat, minat dan
kemampuannya. Pengetahuan seseorang akan cepat berkembang selaras
dengan perkembangan zaman, sehingga seorang guru dituntut untuk selalu
belajar.
Berdasarkan kedudukannya sebagai pengajar, guru harus
menunjukkan kelakuan yang layak menurut harapan masyarakat. Guru
sebagai pendidik dan pembina generasi muda harus menjadi teladan,
didalam dan diluar sekolah. Guru harus sadar kedudukannya, dimana ia
akan selalu dipandang sebagai guru yang memperlihatkan kelakuan yang
dapat ditiru oleh masyarakat, khususnya oleh anak didik.
b. Tugas dan Tanggung jawab Guru Pendidikan  Islam
Jabatan guru mempunyai tugas menyelenggarakan proses belajar
mengajar, tugas  profesi keguruan ini pada garis besarnya meliputi 4 pokok,
yaitu:
1) Menguasai bahan pengajaran
2) Merencanakan progam belajar mengajar
3) Melaksanakan, memimpin dan mengelola proses belajar mengajar
serta
4) Menilai kegiatan belajar mengajar (Depag RI, 2001: 2-3).
Sedangkan menurut Nana Sudjana (1989: 15) bahwa tugas dan tanggung
jawab guru  dapat dibagi menjadi tiga yaitu :
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1. Guru sebagai pengajar, hal ini ditekankan kepada tugas dalam
merencanakan dan melaksanakan pengajaran.
2. Guru sebagai pembimbing, yaitu memberi tekanan kepada tugas,
memberikan bantuan  kepada siswa dalam pemecahan masalah yang
dihadapinya.
3. Guru sebagai administrator kelas, tugas sebagai administrator kelas
pada hakikatnya merupakan jalinan antara ketatalaksanaan bidang
pengajaran dan ketatalaksanaan pada umumnya.
Hadirja Paraba (2000 : 9-14) membagi tugas guru pendidikan
Islam menjadi 4 hal yaitu :
1) Tugas Profesi
Tugas profesi guru pendidikan agama Islam adalah mengajar.
Mengajar adalah kegiatan yang dilakukan guru dalam menstransfer
atau memberikan pengetahuan dengan informasi sebanyak-banyaknya
kepada siswa sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang telah
ditetapkan dan aspek yang dikembangkan dalam proses pendidikan ini
adalah aspek kognitif ( pengetahuan ).
2) Tugas Keagamaan atau tugas mendidik
Tugas keagamaan guru PAI adalah mendidik. Mendidik merupakan
kegiatan guru dalam memberi contoh, tuntunan, petunjuk dalam
keteladanan yang dapat diterapkan atau ditiru siswa dalam sikap dan
perilaku yang baik (akhlakul karimah) dalam kehidupan sehari-hari.
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Aspek yang dikembangkan dalam proses pendidikan itu adalah aspek
afektif (sikap dan nilai).
3) Tugas Kemanusiaan
Tugas kemanusiaan guru adalah melatih. Melatih merupakan
kegiatan yang dilakukan dalam membimbing, memberi contoh dan
petunjuk praktis yang berkaitan dengan gerakan, ucapan dan
perbuatan lainnya dalam rangaka mengembangkan aspek
psikomotorik                 ( keterampilan ) siswa.
4) Tugas Kemasyarakatan
Dari beberapa uraian diatas maka jelaslah bahwa tugas dan
tanggung jawab seorang guru memang tidaklah ringan, disamping guru
harus mempersiapkan bahan-bahan pelajaran dan menyampaikannya kepada
peserta didik sampai pada evaluasi. Seorang guru juga harus bertanggung
jawab secara moral baik kepada kepala sekolah, anak didik, wali murid, dan
juga kepada masyarakat umum. Oleh karena itu seorang guru haruslah
benar-benar seseorang yang mempunyai jiwa pendidik dan juga mempunyai
loyalitas tinggi dalam dunia pendidikan.
c. Profesionalisme Guru Pendidikan  Islam
Satu kunci pokok tugas dan kedudukan guru sebagai tenaga
profesional menurut ketentuan pasal 4 UU Guru dan Dosen adalah sebagai
agen pembelajaran (learning agent) yang berfungsi meningkatkan kualitas
pendidikan nasional. Sebagai agen pembelajaran guru memiliki peran
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sentral dan cukup strategis antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu,
perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.
Guru yang profesional pada intinya adalah guru yang memiliki
kompetensi dalam melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Kompetensi
berasal dari kata competency, yang berarti kemampuan atau kecakapan.
Menurut kamus bahasa Indonesia, kompetensi dapat diartikan (kewenangan)
kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan suatu  hal. Istilah
kompetensi sebenarnya memiliki banyak makna yang diantaranya adalah
sebagai berikut: Menurut Usman, kompetensi adalah suatu hal yang
menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif
maupun kuantitatif (Kunandar, 2007 : 51). Charles E. Johnson,
mengemukakan bahwa kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk
mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang
diharapkan (Moch. Uzer Usman, 2005:14). Kompetensi adalah sebuah
tugas yang memadai atas kepemilikan pengetahuan, keterampilan dan
kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang. Kompetensi juga berarti
sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang diwujudkan
dalam kebiasaan berpikir dan bertindak (Kunandar, 2007 : 52).
Jika digabungkan dengan sebuah profesi yaitu guru , maka
kompetensi guru mengandung arti kemampuan seseorang guru dalam
melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak
atau kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi
keguruannya. Pengertian kompetensi guru adalah seperangkat penguasaan
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kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan
kinerjanya secara tepat dan efektif.
Maka, jika pengertian kompetensi guru tersebut dikaitkan dengan
Pendidikan Agama Islam, maka kompetensi guru agama Islam adalah
kewenangan untuk menentukan Pendidikan Agama Islam yang akan
diajarkan pada jenjang tertentu di sekolah tempat guru itu mengajar
Guru pendidikan Islam berbeda dengan guru-guru bidang studi
lainnya. Guru agama di samping melaksanakan tugas pengajaran, yaitu
memberitahukan pengetahuan keagamaan, dia juga membantu pembentukan
dan pembinaan akhlak serta menumbuh kembangkan keimanan dan
ketaqwaan para peserta didik.
Kemampuan guru pendidikan Islam tidak hanya memiliki pribadi
yang dijiwai oleh keteladanan hidup dan nilai-nilai luhur yang dipahami
serta diamalkan. Namun juga memiliki kemampuan paedagogis yaitu hal-
hal mengenai tugas-tugas kependidikan guru agama tersebut.
d. Macam-macam Kompetensi Guru Profesional
Secara umum, guru harus memenuhi dua kategori yaitu memiliki
capability dan loyality, yakni guru itu harus memiliki kemampuan dalam
bidang ilmu yang diajarkannya, memiliki kemampuan teoritik tentang
mengajar yang baik dan mulai perencanaan, implementasi sampai evaluasi
dan memiliki loyalitas keguruan, yakni terhadap tugas-tugas yang tidak
semata di dalam kelas, tapi sebelum dan sesudah kelas.
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Untuk keberhasilan dalam mengemban peran sebagai guru,
diperlukan adanya standar kompetensi. Berdasarkan UU  No. 14 tentang
guru dan dosen pasal 10, menentukan bahwa kompetensi guru meliputi
kompetensi padagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan
kompetensi sosial.
1) Kompetensi  Kepribadian
Kompetensi Kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap,
berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta
didik. Dalam standar nasional pendidikan, dikemukakan bahwa yang
dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan
kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi
teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi
kepribadian sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan
perkembangan pribadi para peserta didik. Kompetensi kepribadian ini
memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk
kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya
manusia (SDM) serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara,
dan bangsa pada umumnya
2) Kompetensi Sosial
Kompetensi sosial dimaksudkan bahwa guru mampu memfungsikan
dirinya sebagai makhluk sosial di masyarakat dan lingkungannya
sehingga mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan
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peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan wali
peserta didik, serta masyarakat sekitar.
Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai
bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi
untuk :
1. Berkomunikasi secara lisan, tulisan dan isyarat
2. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional
3. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga
kependidikan, orang tua / wali peserta didik; dan
4. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.
3) Kompetensi Paedagogik
Kompetensi paedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran
peserta didik. Kompetensi ini meliputi pemahaman terhadap peserta
didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil
belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan
berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi paedagogik merupakan
kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang
sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :
1. Pemahaman wawasan / landasan kependidikan
2. Pemahaman terhadap peserta didik
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3. Pengembangan kurikulum / silabus
4. Perancangan pembelajaran
5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
6. Pemanfaatan teknologi pembelajaran
7. Evaluasi Hasil Belajar (EHB)
8. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai
potensi yang dimilikinya.
4). Kompetensi Profesional
Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi
pelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi profesional
merupakan kemampuan penguasaan materi, pembelajaran secara luas
dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik
memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional
pendidikan. Adapun ruang lingkup kompetensi profesional sebagai
berikut :
1. Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik
filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya
2. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf
perkembangan peserta didik
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3. Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang
menjadi tanggung jawabnya
4. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang
bervariasi
5. Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media
dan sumber belajar yang relevan
6. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program
pembelajaran
7. Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta
8. Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik
Sedangkan di dalam Peraturan Menteri Agama RI nomor 16 Tahun
2010 menetapkan bahwa seorang guru pendidikan agama, selain harus
memiliki kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi
sosial, dan kompetensi professional, guru pendidikan agama juga harus
memiliki kompetensi kepemimpinan yang meliputi:
1. Kemampuan membuat perencanaan pembudayaan pengamalan
ajaran agama dan perilaku akhlak mulia pada komunitas sekolah
sebagai bagian dari proses pembelajaran agama
2. Kemampuan mengorganisasikan potensi unsure sekolah secara
sistematis untuk mendukung pembudayaan pengamalan ajaran
agama pada komunitas sekolah
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3. Kemampuan menjadi innovator, motivator, fasilitator, pembimbing
dan konselor dalam pembudayaan pengamalan ajaran agama pada
komunitas sekolah, serta
4. Kemampuan menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan
pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah
dan menjaga keharmonisan hubungan antar pemeluk agama dalam
bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
e. Kedudukan Guru Pendidikan  Islam
Peranan guru disekolah ditentukan oleh kedudukannya sebagai orang
dewasa, sebagai pengajar dan pegawai. Sedangkan menurut Nasution (1994:
91) kedudukan guru yang paling utama adalah kedudukannya sebagai
pengajar dan pendidik.
Kedudukan guru juga ditentukan oleh fakta bahwa ia orang dewasa,
dalam masyarakat kita orang yang lebih tua, maka harus dihormati , guru
juga dipandang sebagai pengganti orang tua, sedangkan guru sebagai
pendidik guru disamping sebagai transfer ilmu pengetahuan guru juga
bertanggung jawab dalam membina anak didiknya dan harus menjadi
tauladan bagi anak didiknya baik didalam kelas atau diluar kelas.
Guru sebagai pengajar berarti guru hanya berfungsi sebagai transfer
ilmu pengetahuan, jadi guru hanya sebatas memberikan materi-materi
pelajaran pada anak didik.
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Ahmad Tafsir (1992:76) kedudukan guru  amatlah tinggi dan
mulia. Begitu besar penghargaan itu hingga guru diberi gelar “pahlawan
tanpa tanda jasa”.
Berdasarkan kedudukannya sebagai pengajar ia harus menunjukkan
kelakuan yang layak  menurut harapan masyarakat. Guru sebagai pendidik
dan Pembina generasi muda harus menjadi teladan, di dalam dan di luar
sekolah guru harus sadar kedudukannya, dimana dia akan selalu di pandang
sebagai guru yang memperlihatkan perilaku yang dapat ditiru oleh
masyarakat, khususnya oleh anak didik.
10. Pendidikan  Islam
a. Pengertian Pendidikan  Islam
Menurut Hamka pendidikan Islam merupakan serangkaian upaya
yang dilakukan pendidik untuk membantu membentuk watak, budi,
akhlak, dan kepribadian peserta didik, sehingga ia tahu membedakan
mana yang baik dan mana yang buruk (Samsul Nizar, 2008: 111)
Pendidikan Islam itu lebih banyak ditujukan kepada perbaikan
sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi
keperluan diri sendiri atau orang lain dan tidak hanya bersifat teoritis
saja tetapi juga praktis (Zakiah Daradjat, 2004: 28)
Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diketahui bahwa
pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang mengajarkan keimanan
dan pengamalannya dalam kehidupan sendiri ataupun masyarakat.
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Pendidikan Agama Islam ialah usaha berupa bimbingan dan
asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya
dapat memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta
menjadikannya sebagai pandangan hidup (way of live). (Zakiah
Daradjat, 2004: 86). Sedangkan menurut Syahminan Zaeni (1986: 4)
Pendidikan Islam adalah usaha mengembangkan fitrah manusia
dengan ajaran Islam, agar terwujud kehidupan manusia yang makmur
dan bahagia.
Arifin (1991: 10) menyatakan bahwa Pendidikan  Islam adalah
sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang
untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, karena
nilai Islam telah menjiwai dan menguasai corak kepribadiannya.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka jelas bahwa
Pendidikan Islam adalah pendidikan yang mengantarkan manusia
untuk menjalani kehidupannya yang Islami dan mengembangkan
fitrah seorang anak yang terdidik yang diberikan terus menerus agar
mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga
terbentuk kepribadian yang mulia untuk mencapai kebahagiaan hidup
di dunia maupun di akhirat.
b. Dasar Pelaksanaan Pendidikan  Islam
Dasar pendidikan adalah pandangan yang mendasari seluruh
aktifitas pendidikan, baik dalam rangka menyusun teori, perencanaan
maupun pelaksanaan pendidikan (Ahmadi, 1992: 55).

Pelaksanaan pendidikan  Islam harus mempunyai dasar yang kuat
(Mulyasa, 2005: 132), menurutnya dapat ditinjau dari berbagai segi,
yakni:
1) Dasar Yuridis/ Hukum
Dasar yuridis berasal dari perundang-undangan yang secara tidak
langsung dapat menjadi pegangan dalam melaksanakan pendidikan
agama. Dasar yuridis formal ini terdiri dari tiga macam, di antaranya:
a) Dasar ideal, yaitu dasar falsafah Pancasila sila pertama
“Ketuhanan Yang Maha Esa”.
b) Dasar konstitusional, yaitu UUD 1945 dalam Bab XI pasal 29
ayat 1 dan 2 yang berbunyi: “Negara berdasarkan atas
ketuhanan yang maha Esa”, dan “Negara menjamin
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama
masing-masing dan beribadah menurut agama dan
kepercayaannya itu”.
c) Dasar operasional, yaitu UU No 20 Tahun 2003 pasal 30 ayat 3
tentang “Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada
jalur pendidikan formal, non formal, dan in formal” (Mulyasa,
2005: 132)
2) Dasar religius




Alqur’an adalah firman Allah berupa wahyu yang
disampaikan oleh malaikat jibril kepada nabi Muhammad. Di
dalam Al-qur’an terdapat banyak ajaran yang berisi prinsip-
prinsip berkenaan dengan kegiatan atau usaha pendidikan
(Zakiah Daradjat, 2004: 19).















Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya
(ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap
golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam
pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi
peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali
kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya (Alqur’an
terjemahan, hal 206)
b) Al- hadis
Hadis merupakan perkataan, perbuatan ataupun pengakuan
rasul Allah. Pengakuan itu adalah kejadian atau perbuatan
orang lain yang diketahui Rasulullah dan beliau membiarkan
saja kejadian atau perbuatan itu berjalan. Hadis berisi petunjuk
untuk kemaslahatan hidup manusia dalam segala aspeknya,
untuk membina umat menjadi manusia seutuhnya dan muslim
yang bertakwa (Zakiah Daradjat, 2004: 20).
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Hadis yang menganjurkan untuk menuntut ilmu:
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Artinya: “menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim maupun
muslimah”.
Hadis yang menerangkan keutamaan pendidikan:
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Artinya: “dari Usman r.a dari Nabi SAW, bersabda: “sebaik-
baiknya kamu adalah orang yang belajar al-qur’an lalu
mengajarkannya”.
Ayat dan hadis di atas memberikan penjelasan
bahwasanya dalam ajaran Islam kita diperintahkan untuk
menuntut ilmu termasuk ilmu agama dan mengajarkannya baik
kepada keluarga maupun kepada orang lain sesuai dengan
tingkat kemampuan yang kita miliki.
c) Ijtihad
Ijtihad menurut para fuqaha, yaitu berpikir dengan
menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuan syariat
Islam untuk menetapkan atau menentukan sesuatu hukum
syariat Islam dalam hal-hal yang ternyata belum ditegaskan
hukumnya oleh Al-qur’an dan Sunnah (Zakiah Daradjat, 2004:
21).
Maka dari itu, pendidikan agama Islam sebagai suatu
tugas dan kewajiban pemerintah dalam mengemban aspirasi
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rakyat, harus mencerminkan dan menuju ke arah dan
tercapainya masyarakat Pancasila dengan warna agama.
3) Dasar Sosiologis
Menurut Abdul Mujib (2006: 45) bahwa agama mempunyai kontrol
sosial, memupuk rasa persaudaraan, transformasi sosial, dan
motivasi.
4) Dasar psikologis
Dasar psikologis yaitu dasar yang berhubungan dengan kejiwaan
atau sosial seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam
bukunya Mulyasa (2005: 133), diterangkan bahwa: semua manusia di
dunia ini membutuhkan adanya pegangan hidup yang disebut agama.
Mereka merasakan bahwa dalam jiwanya ada suatu perasaan yang
mengakui adanya dzat yang maha kuasa, tempat berlindung dan
tempat memohon pertolongan. Hal semacam ini terjadi pada
masyarakat yang masih primitif maupun yang sudah modern. Mereka
merasa tenang dan tentram hatinya jika dapat mendekatkan dan
mengabdi kepada dzat yang maha kuasa sebagaimana firman Allah















Artinya: Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan
hati yang puas lagi diridhai-Nya. Maka masuklah ke dalam jama'ah
hamba-hamba-Ku. Masuklah ke dalam syurga-Ku. (Al-Fajr: 27-30)
Dari sini, jelaslah bahwa untuk membuat hati manusia tentram,
tenang, dan damai maka harus selalu mendekatkan diri kepada Allah
SWT dan senantiasa melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi segala
larangan-Nya.
c. Faktor-Faktor Pendidikan  Islam
Dalam prosesnya, ada pendidik yang berfungsi sebagai pelatih,
pengembang, pemberi, atau pewaris. Kemudian terdapat bahan yang
dilatih, maupun dikembangkan, yakni berupa pengetahuan dan
ketrampilan lainnya maka, perlu diperhatikan beberapa faktor yang
sangat penting. Faktor pendidikan dapat menentukan berhasil tidaknya
suatu pendidikan khususnya agama Islam.
Menurut Hasbullah (2001: 9), ada 2 macam faktor yang dimana
faktor yang satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan, karena
saling  mempengaruhi. Faktor tersebut antara lain:
1) Faktor tujuan
Pendidikan sebagai suatu bentuk kegiatan manusia dalam
kehidupannya juga menempatkan tujuan sebagai sesuatu yang hendak
dicapai. Tujuan yang ingin dicapai harus dinyatakan secara jelas,
sehingga semua pelaksana dan sasaran pendidikan memahami suatu
proses kegiatan pendidikan.
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Adapun fungsi tujuan bagi pendidikan:
a) Sebagai arah pendidikan
b) Sebagai titik akhir
c) Sebagai titik pangkal mencapai tujuan lain.
2) Faktor pendidik
Pendidik ialah orang yang memikul tanggung jawab untuk
mendidik. Dwi Nugroho Hidayanto dalam bukunya Hasbullah (2001:






Ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki pendidik dalam
melaksanakan tugasnya dalam mendidik, yaitu:
a) Kematangan diri yang stabil, dapat memahami diri sendiri.
b) Kematangan sosial yang stabil, seorang pendidik dituntut
mempunyai pengetahuan yang cukup.
c) Kematangan profesional, menaruh perhatian dan sikap cinta
terhadap anak didik serta memiliki kecakapan dalam
menggunakan cara mendidik.
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Syarat utama untuk menjadi seorang guru selain ijazah tetapi juga
sifat yang perlu untuk dapat memberikan pendidikan dan pengajaran,
yaitu:
a) Syarat profesional (ijazah)
b) Syarat biologis (kesehatan jasmani)
c) Syarat psikologis (kesehatan mental)
d) Syarat paedagogis-didaktis (pendidikan dan pengajaran).
Jadi, dapat diketahui bahwa faktor-faktor pendidikan agama Islam
adalah adanya pengajar, adanya murid, dan adanya tujuan yang
hendak dicapai dalam suatu pendidikan tersebut. Faktor-faktor itu
harus ada karena proses pendidikan akan berjalan jika faktor tersebut
ada dan terlaksana.
d. Tujuan Pendidikan  Islam
Menurut Zakiah Daradjat (2004: 29) tujuan adalah suatu yang
diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai.
Adapun beberapa tujuan pendidikan Islam menurutnya adalah:
1) Tujuan umum
Tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan,
baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan ini meliputi
seluruh aspek kemanusiaan dan cara yang paling efektif dan efisien
untuk mencapai tujuan pendidikan ialah pengajaran.
Tujuan umum pendidikan Islam harus dikaitkan dengan tujuan
pendidikan nasional negara tempat pendidikan Islam itu dilaksanakan
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dan harus dikaitkan pula dengan tujuan institusional lembaga yang
menyelenggarakan pendidikan.
Tujuan umum tidak dapat dicapai kecuali setelah melalui proses
pengajaran, pengalaman, pembiasaan, penghayatan dan keyakinan
akan kebenarannya. Tahap-tahapan dalam mencapai tujuan itu pada
pendidikan formal dirumuskan dalam bentuk tujuan kurikuler yang
selanjutnya dikembangkan dalam tujuan instruksional.
2) Tujuan akhir
Pendidikan Islam itu berlangsung selama hidup, maka tujuan
akhirnya terdapat pada waktu hidup di dunia ini telah berakhir pula.












Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada
Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali
kamu mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam”.
3) Tujuan sementara
Tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi sejumlah
pengetahuan tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum
pendidikan formal. Tujuan pendidikan Islam seolah-olah merupakan
suatu lingkaran yang pada tingkat paling rendah merupakan suatu
lingkaran kecil. Semakin tinggi tingkat pendidikannya, lingkaran
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semakin besar,  tetapi sejak dari tujuan pendidikan tingkat permulaan,
bentuk lingkarannya sudah harus kelihatan.
4) Tujuan operasional
Tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan
pendidikan tertentu. Tujuan ini merupakan tujuan pengajaran yang
direncanakan dalam unit kegiatan pengajaran. Dalam tujuan ini lebih
banyak dituntut dari anak didik suatu kemampuan dan ketrampilan
tertentu.
Tujuan pendidikan agama Islam tidak terlepas dari tujuan
pendidikan nasional, karena tujuan pendidikan agama Islam
merupakan bagian dari tujuan pendidikan nasional. Pandangan Hamka
dalam Samsul Nizar (2008: 117), tujuan pendidikan Islam adalah
mengenal dan mencari keridhaan Allah, membangun budi pekerti
untuk berakhlak mulia serta mempersiapkan peserta didik untuk hidup
secara layak dan berguna ditengah- tengah komunitas sosialnya.
Sedangkan menurut Samsul Nizar sendiri (2008: 119), tujuan
pendidikan Islam adalah untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan
kepribadian manusia (peserta didik) secara menyeluruh dan seimbang
yang dilakukan melalui latihan jiwa, akal pikiran (intelektual), diri
manusia yang rasional, perasaan dan indra.
Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan agama Islam itu
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mengembangkan potensi peserta didik kearah kebaikan dan
kesempurnaan sesuai ajaran Islam.
e. Ruang Lingkup Pendidikan  Islam
Ruang lingkup pendidikan  Islam meliputi keserasian,
keselarasan, dan keseimbangan antara:
1) Hubungan Manusia dengan Allah SWT.
2) Hubungan Manusia dengan diri sendiri.
3) Hubungan Manusia dengan sesama manusia.
4) Hubungan Manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya.
Adapun ruang lingkup bahan pelajaran pendidikan agama Islam
meliputi 5 unsur pokok, yaitu:




5) Tarikh. (Kurikulum 2004 Standar Mata Pelajaran Pendidikan
Agama Islam dalam Ramayulis, 2008: 26)
Jadi, dapat diketahui bahwa ruang lingkup pendidikan agama
Islam dari semua jenjang itu tidak terlepas dari 5 kesatuan diatas,
yakni Al-qur’an, Aqidah, Syariah, Akhlak, dan Tarikh.
11. Pendekatan Evaluasi
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Terdapat dua model yang dapat digunakan untuk mempelajari
evaluasi, yaitu model sistem dan model berbasis pencapaian tujuan.
Masing-masing memiliki karakteristik dan keterbatasan yang dapat
mempengaruhi implementasi temuan penelitian (Schulberg dan Baker,
1968: 125), namun terdapat pula beberapa pendekatan umum dalam
melakukan evaluasi (Eseryel, 2002: 1) dan Helitzer, Soo-Jin,  Wallerstein,
Velarde (2000: 142), dimana pendekatan pertama adalah objective-
oriented approach. Pendekatan ini  memfokuskan perhatian kepada tujuan
program/project dan bagaimana tujuan itu tercapai. Pendekatan ini
membutuhkan kontak intensif dengan pelaksana program/project yang
terkait. Pendekatan kedua adalah pendekatan three-dimensional cube atau
Hammond’s evaluation approach. Berbeda dengan objective-oriented,
Hammond’s melihat mengapa tujuan program/project bisa/tidak tercapai
selain melihat apakah tujuan project/program tercapai. Jadi,  pendekatan
Hammond melihat dari tiga dimensi yaitu instruction (karakteristik
pelaksanaan, isi, topik, metode, fasilitas, dan organisasi suatu
program/project), institution (karakteristik individual peserta, instructor,
administrasi sekolah/kampus/ organisasi), dan behavioral objective (tujuan
program itu sendiri, sesuai dengan taksonomi Bloom, mencakup tujuan
kognitif, afektif dan psikomotorik).
Pendekatan ketiga adalah management-oriented approach. Hampir
sama dengan Hammond’s, pendekatan ini menekankan kepada sistem
(dengan model CIPP: context-input-proses-product) selain kepada tujuan
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program/project. Model ini lebih komprehensif dari pada model
Hammond’s karena melihat program/project sebagai suatu sistem
sehingga jika tujuan program tidak tercapai, dapat dilihat bagian mana
yang perlu ditingkatkan.
Pendekatan keempat adalah goal-free evaluation. Berbeda dengan
tiga pendekatan sebelumnya, pendekatan ini tidak berfokus kepada tujuan
atau pelaksanaan program/project, tetapi berfokus pada efek sampingnya,
bukan kepada apakah tujuan yang diinginkan dari pelaksana
program/project terlaksana atau tidak. Evaluasi ini biasanya dilakukan
oleh evaluator eksternal.
Pendekatan kelima adalah consumer-oriented approach.
Pendekatan ini menilai kegunaan materi seperti software, buku, silabus.
Mirip dengan pendekatan kepuasan konsumen di ilmu pemasaran,
pendekatan ini menilai apakah materi yang digunakan sesuai dengan
penggunanya, atau apakah diperlukan dan penting untuk program/project
yang dituju. Di samping itu juga dievaluasi apakah materi yang dievaluasi
di-follow-up dan cost effective.
Pendekatan keenam yaitu expertise-oriented approach yang
merupakan pendekatan tertua di mana evaluator secara subyektif menilai
kegunaan suatu program/project, karena itu disebut subjective professional
judgement. Dalam pendekatan ini, evaluasi dilaksanakan secara formal
atau informal, dalam arti jadwal dispesifikasikan/tidak dispesifikasikan,
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standar penilaian dipublikasikan/tidak dipublikasikan. Di samping itu,
evaluasi bisa dilakukan oleh individu atau kelompok.
Pendekatan ketujuh yaitu adversary-oriented approach.
Pendekatan ini, ada dua pihak evaluator yang masing-masing
menunjukkan sisi baik dan buruk, sementara ada juri yang menentukan
argumen evaluator mana yang diterima. Dalam menggunakan pendekatan
ini, evaluator tidak boleh memihak, meminimalkan bias individu dan
mempertahankan pandangan yang seimbang.
Pendekatan terakhir yaitu naturalistic & participatory approach.
Pelaksana evaluasi dengan pendekatan ini bisa para stakeholder. Hasil dari
evaluasi ini beragam, sangat deskriptif dan induktif. Pendekatan ini
menggunakan data beragam dari berbagai sumber dan tidak ada standar
rencana evaluasi. Repotnya dari pendekatan evaluasi ini adalah hasilnya
tergantung pihak yang menilai.
Berdasarkan delapan pendekatan evaluasi diatas, penelitian ini
termasuk dalam pendekatan yang ketiga, management-oriented approach,
karena  evaluasi yang dilakukan berfokus kepada sistem. Pendekatan ini
melihat program/project sebagai suatu sistem jadi jika tujuan program
tidak tercapai, bisa dilihat  bagian mana yang harus ditingkatkan.
12. Model-model Evaluasi
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Pemahaman mengenai pengertian evaluasi program bisa berbeda-
beda sesuai dengan pengertian evaluasi yang bervariatif oleh para pakar
evaluasi. Menurut Stufflebeam yang di kutip oleh Ansyar (1989) bahwa
evaluasi adalah proses memperoleh dan menyajikan informasi yang
berguna untuk mempertimbangkan alternatif pengambilan keputusan.
Selanjutnya The joint committee on Standars For Educational
Evaluation (1994) , mengartikan bahwa evaluasi sebagai kegiatan
investigasi yang sistematis tentang keberhasilan suatu tujuan. Sedangkan
Djaali, Mulyono dan Ramli (2000) mendefinisikan bahwa Evaluasi
sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan standar objektif yang telah
ditetapkan selanjutnya diambil keputusan atas obyek yang dievaluasi.
Rutman and Mowbray (1983), mendefinisikan evaluasi adalah
penggunaan metode ilmiah untuk menilai implementasi dan outcomes
suatu program yang berguna untuk proses membuat keputusan. Chelimsky
(1989), mendefinisikan evaluasi adalah suatu metode penelitian yang
sistematis untuk menilai rancangan, implementasi dan efektifitas suatu
program. Menurut Wirawan (2006) evaluasi adalah proses
mengumpulkan dan menyajikan informasi mengenai objek evaluasi,
menilainya dengan standar evaluasi dan hasilnya digunakan untuk
mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Dari definisi di atas dapat
ditarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang
sistematis untuk menilai rancangan, selanjutnya menyajikan informasi
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dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan
efektifitas suatu program.
Evaluasi program merupakan langkah awal dalam supervisi, yaitu
mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan pemberian
pembinaan yang tepat pula. Evaluasi program sangat penting dan
bermanfaat terutama bagi pengambil keputusan karena dengan masukan
hasil evaluasi program itulah para pengambil keputusan akan menentukan
tindak lanjut dari program yang sedang atau telah dilaksanakan.
Hal yang terpenting dalam menentukan program, yaitu (1)
Realisasi atau implementasi suatu kebijakan, (2) Terjadi dalam waktu
yang relatif lama, karena merupakan kegiatan berkesinambungan, (3)
Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.
Untuk dapat melakukan penelitian pengembangan sebuah model
evaluasi, maka perlu diketahui macam-macam model evaluasi program
yang digunakan para ahli di antaranya:
1) Model CIPP ( Context – input – process – product). Model ini
dikembangkan oleh Stufflebeam , model CIPP oleh Stufflebeam 1971
(dari Ward Mitchell Cates, 1990) . Model CIPP (1971) mengevaluasi
empat dimensi yaitu dimensi Konteks, dimensi Input, dimensi Proses
dan dimensi Produk yang kemudian telah disempurnakan menjadi
CIPPO dengan menambahkan Outcome.
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Keunikan model ini adalah pada setiap tipe evaluasi terkait pada
perangkat pengambil keputusan (decission) yang menyangkut
perencanaan dan operasional sebuah program. Keunggulan model
CIPP memberikan suatu format evaluasi yang komprehensif pada
setiap tahapan evaluasi yaitu tahap konteks, masukan, proses, dan
produk. Aspek yang dievaluasi dan prosedur pelaksanaan evaluasi
model CIPP menurut Stufflebeam dalam Oliva (1992: 491) seperti
pada tabel 2 berikut:
Tabel 3. Aspek dan Prosedur Pelaksanaan Evaluasi Model CIPP




















































































































































Stufflebeam dalam naskah yang dipresentasikan pada Annual
Conference of the Oregon Program Evaluation Network (OPEN)
Portland tahun 2003, memperluas makna evaluasi product menjadi
impact evaluation (evaluasi pengaruh), effectiveness evaluation
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(evaluasi efektivitas), sustainability evaluation (evaluasi
keberlanjutan), dan transportability evaluation (evaluasi transformasi)
(Stufflebeam, 2003:59-62).
2)  Model Kirkpatrick (1998)
Model ini meliputi empat langkah yaitu reaction, learning,
behaviour and results.
Dibandingkan  dengan  model-model  evaluasi  yang  lain,  model
Kirkpatrick memiliki  beberapa  kelebihan  antara  lain:  (1).  lebih
komprehensif,  karena mencakup aspek kognitif,  skill dan afektif;
(2). objek evaluasi  tidak hanya hasil belajar  semata tetapi  juga
mencakup proses, output maupun outcomes; (3).  lebih mudah
diterapkan (applicable) untuk level kelas karena tidak terlalu
banyak melibatkan pihak-pihak lain dalam proses evaluasi.
Selain  memiliki  kelebihan,  model  Kirkpatrick  juga
memiliki  beberapa keterbatasan,  antara  lain:  (1).  kurang
memperhatikan  input,  padahal  keberhasilan output dalam proses
pembelajaran  juga dipengaruhi oleh  input;( 2). untuk mengukur
impact sulit dilakukan karena  selain  sulit  tolok ukurnya  juga
sudah diluar  jangkuan guru maupun sekolah.
3)   Model Sistem Bell
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Model ini diperkenalkan oleh Jackson dan Kulp untuk
mengevaluasi manajemen pelatihan. Komponen evaluasi mencakup
empat level yang terdiri dari :
(1) Reaksi dampak (reaction outcomes), meperlihatkan pendapat
peserta pelatihan terhadap komponen program baik secara
spesifik maupun secara keseluruhan seperti isi, materi, metode
atau kegiatan dan sebagainya
(2) Kemampuan dampak (capability outcomes), mencakup apa
yang diharapkan dari peserta pelatihan seperti apa yang
diketahui, apa yang dipikirkan, apa yang dikerjakan dan apa
yang dihasilkan di akhir program.
(3) Aplikasi dampak (application outcomes), apa yang diketahui,
dipikirkan, dikerjakan dan dihasilkan oleh peserta di dunia
nyata seperti yang diharapkan oleh program.
(4) Nilai dampak (worth outcomes), kebermanfaatan pelatihan
yang dikaitkan dengan biaya yang telah dikeluarkan,
keuntungan yang diperoleh oleh organisasi dalam arti uang,
waktu, karya atau investasi sumber daya.
4)   Model Ciro
Model ini diperkenalkan oleh War, bird dan Rackham di Eropa.
Model ini agak lebih unik dari model evaluasi secara tradisional,
seperti yang dikembangkan di Amerika karena memiliki cakupan
yang lebih luas. Sesuai dengan namanya CIRO model evaluasi ini
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terdiri dari empat komponen, yakni, evaluasi konteks, evaluasi
input, reaksi dan evaluasi dampak.
a. Evaluasi konteks (contex evaluation) melibatkan pencarian
dan penggunaan informasi mengenai keadaan operasional
yang terbaru (konteks) untuk menentukan kebutuhan dan
tujuan pelatihan. Pada tahap ini terdapat tiga jenis tujuan
yang bisa di evaluasi, yakni tujuan akhir (kekurangan dalam
organisasi yang akan dihilangkan atau ditanggulangi oleh
program), tujuan lanjutan (perubahan perilaku kerja
karyawan yang sangat penting untuk mencapai tujuan akhir)
dan tujuan perantara  (pengetahuan, sikap dan keteranpilanaa
akaryawan yang harus diperoleh  untuk merubah perilaku
mereka dalam mencapai tujuan lanjutan).
b. Evaluasi input (input  evaluation) mencakup pencarian dan
penggunaan informasi mengenai sumber pelatihan yang
memungkinkan dalam memilih alternatif input pada
pengembangan sumber daya manusia. Jenis evaluasi ini
melibatkan analisis sumber daya yang tersedia dan
menentukan bagaimana sumber daya yang tersedia bisa
dikembangkan. Evaluasi ini merujuk kepada proses
pengumpulan fakta/bukti yang digunakan dalam menentukan
metode pengembangan SDM.
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c. Evaluasi reaksi (reaction evaluation) melibatkan pencarian
dan penggunaan informasi mengenai reaksi peserta pelatihan
untuk memperbaiki proses pengembangan SDM
d. Evaluasi dampak (outcome evaluation) melibatkan pencarian
dan penggunaan informasi mengenai hasil (dampak)
pengembangan SDM untuk memperbaiki program
pengembangan SDM pada masa yang akan datang.
5)  Model Institut Saratoga
Model ini dikembangkan oleh institut Saratoga dan agak mirip
dengan model yang dikembangkan oleh Kirkpatrick. Komponen
evaluasi level yakni,
(2) Kepuasan terhadap program (training satisfaction), berkenaan
dengan derajat kepuasan peserta terhadap pelatihan yang telah
mereka ikuti.
(3) Perubahan belajar (learning change), pembelajaran nyata yang
muncul melalui instrumen sebelum dan sesudah pelatihan
(4) Perubahan perilaku (behaviour change), perubahan perilaku
dalam pekerjaan merupakan hasil atau dampak dari program
pelatihan
(5) Perubahan organisasi (organizational change), perbaikan
(kemajuan) organisasi sebagai dampak dari program pelatihan
diukur dalam ukuran kuantitatif.
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6) Model IBM
Model ini merupakan variasi lain dalam model Kirkpatick.
Komponen evaluasi juga terdiri dari tahapan yakni :
(1) Reaksi (reaction), tingkat kepuasan peserta program akan
kebermanfaatan yang mereka temukan dalam program
(2) Pengetesan (testing), pengukuran pada waktu sebelum dan
sesudah program dilaksanakan untuk menilai peningkatan
pengetahuan dan keterampilan sebagai dampak dari program
pelatihan
(3) Penerapan (application), suatu tingkatan dimana peserta
pelatihan menerapkan  keterampilan baru dalam pekerjaannya
dan hasil ini diperoleh dari penerapan
(4) Dampak bagi perusahaan (business result), apa yang
diharapkan oleh IBM dari program adalah pengembalian
dalam bentuk yang bisa diubah menjadi nilai mata uang.
7) Model Xerox
Model evaluasi ini dikembangkan oleh perusahaan Xerox. Model
ini juga memfokuskan kegiatan evaluasi pada empat level
komponen evaluasi sama seperti model lainnya. Level komponen
evaluasi tersebut adalah :
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(1) Kapasitas masukan (entry capability), suatu evaluasi yang
dilakukan kepada peserta pelatihan pada saat mereka
mengikuti program untuk menentukan apakah prasarat
program memuaskan
(2) Performansi akhir-kursus (end-of course performance),
ditujukan pada perihal apakah peserta pelatihan sudah atau
belum mencapai dampak (hasil) yang diinginkan oleh program.
Evaluasi ini terkait dengan tujuan program pelatihan.
(3) Penguasaan performansi pekerjaan (mastery job performance),
berfokus pada apakah lulusan program pelatihan sudah atau
belum memperlihatkan penguasaan performansi pada kondisi
pekerjaan normal setelah mengikuti pelatihan pengalaman
kerja. (Tayibnapis,1989:16-17)
(4) Performansi organisasi (organizational performance), berfokus
pada apakah peserta program memenuhi atau melampaui target
organisasi setelah pelatihan pengalaman kerja.
Dalam penelitian ini model evaluasi yang akan digunakan adalah model
CIPP  diambil aspek input, proses,  produk atau output dengan pertimbangan
evaluasi model CIPP dapat diterapkan di berbagai bidang antara lain pendidikan,
hal ini sangat sesuai karena  penelitian ini dilakukan pada bidang pendidikan.
13. Pengembangan Model Evaluasi
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Apabila digambarkan dalam logical freamwork, model EMI-PSPI
menawarkan sebuah alur evaluasi yang menyeluruh dari input, proses, dan produk
atau outputnya. Dalam gambar diilustrasikan sebagai berikut:
Gambar 3. Logical framework model EMI-PSPI
Terdapat alur yang saling timbal balik antara satu bagian dengan bagian yang














Disamping itu dalam hubungan tersebut terdapat mekanisme kontrol untuk memperbaiki
apabila ditemukan ketidakberesan dalam suatu bagian.
Model evaluasi mutu dalam penelitian ini ialah  seperangkat komponen dan
prosedur yang berurutan  untuk  mengevaluasi  mutu program studi Pendidikan Islam.
Menurut Borg and Gall (1979: 626) tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam
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Model evaluasi disini dikembangkan berdasar teori penelitian pengembangan
Borg and Gall,  merupakan rancangan yang dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap
mutu  program studi Pendidikan Islam pada PTKI dalam menghasilkan  guru profesional
dengan berdasarkan aspek input, proses, dan produk atau output dari evaluasi model
CIPP .




















J. Kajian Penelitian Yang Relevan
Penelitian Rusydy Zakaria (2007) menemukan bahwa: penciptaan satu
model baru dari Pendidikan guru Islam dengan berfokus pada kompetensi
holistik dan menyeluruh memerlukan institusi yang mengembangkan sebuah
kerangka kebijakan yang sesuai. Hal ini dapat dicapai dengan
mengembangkan beberapa program berikut ini: Pertama, menetapkan sebuah
visi yang jelas tentang peran lembaga Pendidikan guru Islam dan jenis output
yang diharapkan dari institusi; Kedua, penguatan institusi pendidikan Guru
Islam melalui pemberian otonomi dan fleksibilitas untuk mengurus institusi
mereka sendiri dan untuk mengembangkan program mereka sendiri
berlandaskan kebutuhan lokal; Ketiga, mengatur kembali kurikulum
pendidikan guru saat ini untuk mempertemukan permintaan masyarakat saat
ini. Ini akan memerlukan beberapa kerja penelitian selanjutnya. Keempat,
memperbaharui metode pengajaran dalam rangka meningkatkan mutu  belajar-
mengajar di Institusi Pendidikan Guru Islam. Kelima, menetapkan kriteria
yang sesuai untuk memilih mahasiswa baru calon guru.
Temuan lain dilaporkan Levine (2006:18-19) yang menyatakan
bahwa: More than 3 out of 5 teacher education alumni surveyed (62%) report
that schools of education do not prepare their graduates to cope with the
realities of today’s classrooms. Lebih dari 3 dari 5 alumni pendidikan guru
yang disurvei dilaporkan bahwa sekolah pendidikan tidak menyiapkan
lulusannnya menguasai kenyataan ruang kelas saat ini. Temuan lain
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menyatakan bahwa: Over one-quarter (26%) of teachers reported that they
are not prepared to engage families and 26% of teachers also responded that
they are not prepared to work with children of varying abilities. Lebih dari ¼
guru dilaporkan tidak disiapkan untuk terlibat dengan keluarga, tidak
disiapkan untuk bekerja dengan siswa yang beragam kemampuannya.
Penelitian disertasi Eddy Sutadji (2009) dengan judul Model Evaluasi
Mutu Sekolah: Pengembangan Instrumen untuk menetapkan mutu.
Menggunakan prosedur pengembangan Borg and Gall, penelitian ini
mengukur mutu berdasarkan komponen indikator mutu: proses keefektifan
proses pembelajaran, kepemimpinan, tenaga pendidik, peserta didik,
manajemen sekolah, lingkungan fisik dan sumber daya, budaya  sekolah,
kepuasan pemangku kepentingan, hasil belajar, pertanggungjawaban.
Penelitian disertasi oleh Sugeng Eko Putro Widoyoko (2007) dengan
judul Pengembangan Model Evaluasi Program Pembelajaran Ilmu
Pengetahuan Sosial di SMP. Pengembangan model evaluasi yang dilakukan
merupakan gabungan dari Plomp dan Borg and Gall, yang selanjutnya disebut
dengan model EKOP. Model ini terdiri dari dua komponen, yaitu kualitas
pembelajaran dan output pembelajaran. Komponen kualitas pembelajaran
terdiri dari aspek kinerja guru dalam kelas, fasilitas pembelajaran, iklim kelas,
sikap siswa, dan motivasi belajar siswa. Sedangkan komponen output
pembelajaran meliputi kecakapan akademik, kecakapan personal, dan
kecakapan sosial.
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Penelitian disertasi oleh Retno Wahyuningsih (2014) dengan judul
Pengembangan Model Evaluasi Program Penyelenggaraan  Sekolah Islam
Terpadu. Pengembangan model evaluasi yang dilakukan adalah dari Borg and
Gall, yang selanjutnya disebut dengan model EPSIT. Model ini terdiri dari tiga
komponen, yaitu mutu input penyelenggaraan sekolah Islam, mutu proses
penyelenggaraan sekolah Islam dan output penyelenggaraan sekolah Islam.
Selanjutnya dalam penelitian Roberto N. Padua Former (2005) yang
berjudul International Higher Education Quality Assurance Practices:
Situating the Philippine System menyimpulkan bawa dalam rangka menjamin
mutunya, perguruan tinggi perlu melakukan penjaminan mutu internal dan
eksternal. Penjaminan mutu internal dilakukan oleh lembaga perguruan
masing-masing yang menentukan standar mutu yang disusun  dan didesain
sesuai dengan potensi dan kebutuhan stakeholders. Penjaminan mutu
eksternal bisa dilakukan oleh pihak luar atau lembaga di luar perguruan
tinggi.
Penelitian senada dilakukan oleh John Biggs dari University of
Hongkong (2001) yang berjudul “ The Reflective Institution: Assuring and
Enhancing the Quality of Teaching and Learning” menghasilkan kesimpulan
bahwa Quality Assurance memiliki sifat restrospektif dan prospektif. QA
restrospektif bersifat melihat terhadap apa yang telah dilakukan  dan
membuat nilai sumatif terhadap standar eksternal, lebih bersifat managerial
dibanding akademik, akuntabilitas sebagai prioritas tertinggi,dan prosedurnya
top-down serta birokratif. QA Prospektif berkaitan dengan proses belajar dan
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mengajar sekarang dan yang akan datang dikembangkan terus agar sesuai
atau mencapai tujuan lembaga, menggunakan standar internal , bersifat
bottom-up, sistemik, supportif dan educational.
Sedangkan terkait kompetensi yang harus dimiliki seorang guru
profesional dapat ditemukan dalam penelitian A. Ilukena (2008) yang
berjudul “ Qualities and Competencies of Professional Teacher” yang dalam
penelitiannya menghasilkan bahwa guru dikatakan profesional apabila guru
dapat menyampaikan pelajaran dengan baik sehingga siswa dapat
menangkap pelajaran dengan baik pula, artinya guru dituntut untuk memiliki
kompetensi komunikasi yang baik. Guru juga dituntut untuk memiliki
kepribadian yang baik agar menjadi contoh yang baik bagi siswa.
Dibandingkan dengan dengan beberapa penelitian tersebut, penelitian
ini merupakan penelitian pengembangan dan  menggunakan  evaluasi  proses,
produk  atau output dari CIPP yang memfokuskan pada pengembangan
instrumen evaluasi internal yang diharapkan mampu memberikan gambaran
yang tepat  terhadap evaluasi mutu program studi Kependidikan Islam pada
PTKI dalam menghasilkan calon guru profesional.
K. Kerangka Pikir
Peran guru Pendidikan Islam sangat urgen pada era millenium
sekarang ini karena mereka akan mengantarkan generasi bangsa yang selain
menguasai pengetahuan juga harus menyiapkan akhlak yang tangguh.
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Maraknya lembaga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang
membuka jurusan Kependidikan  Islam  yang akan memproduk calon-calon
guru Pendidikan Islam, juga bervariasinya input mahasiswa yang memiliki
latar belakang pendidikan berbeda-beda (pendidikan umum maupun
pendidikan agama) perlu penjaminan  mutu proses penyelenggaraannya
karena banyak kasus di lapangan yang menunjukkan guru-guru Pendidikan
Islam yang belum siap pakai.
Oleh karena itu diperlukan  sebuah konsep model evaluasi  dan cara
pengaplikasiannya sebagai alat untuk mengukur bagaimana penjaminan mutu
program studi Kependidikan Islam pada PTKI dalam menghasilkan calon
guru profesional yang  diselenggarakan oleh perguruan tinggi dengan harapan
dapat menjadi acuan model evaluasi  internal mutu program studi Pendidikan
Islam pada perguruan tinggi Islam di Indonesia.
Model evaluasi mutu internal program studi Pendidikan Islam
mencakup aspek visi misi prodi, kurikulum, kompetensi dosen dan karyawan,
sarana-prasarana, proses pembelajaran, pembinaan mahasiswa dan
kompetensi keguruan para lulusan.
Pada aspek proses kegiatan belajar mengajar, untuk menghasilkan
calon guru yang profesional perlu diberikan penguatan materi-materi PAI
yang proporsional mencakup rumpun fiqh, al-qur’an hadits, aqidah akhlak
dan SKI dan diimbangi dengan  ilmu-ilmu keguruan secara matang dalam
mencapai kompetensi paedagogi, kompetensi sosial dan personal. Proses
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perkuliahan diselenggarakan lebih terbuka dengan memberikan peran yang
lebih aktif kepada mahasiswa.
Pada aspek penilaian hasil belajar, program studi Kependidikan Islam
selalu diorientasikan pada pembentukan karakter peserta didik yang utuh,
baik  ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Oleh sebab itu penilaian
hasil belajarpun didasarkan pada ketiga ranah tersebut. Dalam ranah kognitif
misalnya, mahasiswa dituntut untuk memiliki wawasan yang luas  dalam
ilmu-ilmu agama dan keguruan. Pada ranah  afektif peserta didik dituntut
memiliki aqidah yang benar dan mampu menunjukkan sikap positif dan
akhlak mulia. Dalam aspek psikomotorik, misalnya mahasiswa  akan terbiasa
mencintai kegiatan membaca dan menghafal Al-Qur’an maupun Al-Hadits
serta mampu melaksanakan  ibadah secara benar melalui ujian praktik ibadah.
Pada aspek pembinaan mahasiswa , program studi memberikan
berbagai kegiatan dalam pembentukan mahasiswa yang berkarakter islami
dan berwawasan global. Dosen tidak hanya berperan sebagi pengajar , tetapi
juga berperan sebagai pendidik yang bisa menanamkan nilai-nilai positif
kepada mahasiswa. Dosen dituntut menjadi sumber keteladanan yang nyata
bagi mahasiswa. Dosen tidak hanya berperan sebagai instruktur, melainkan
lebih menjadi fasilitator yang mampu mendidik mahasiswa dengan hati.
Sebagai sebuah sistem, disamping output dan proses yang telah
dijelaskan sebelumnya, Program Studi Kependidikan Islam juga mempunyai
komponen-komponen input yang sangat menentukan keberhasilan kualitas
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proses dan output yang dihasilkan. Input prodi Pendidikan Islam meliputi visi
misi, kompetensi dosen dan karyawan,  kurikulum, dan sarana prasarana
pendidikan.
Secara konsep, prodi Kependidikan Islam memiliki visi dan misi
menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk guru pendidikan Islam yang
profesional. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan , maka seluruh
prodi Kependidikan Islam mesti mendasarkan pengembangannya pada visi
dan misi tersebut. Bagian pengembangan kurikulum selalu memantau sejauh
mana efektivitas kurikulum yang sedang berjalan, dan dengan kapasitasnya
terus melakukan studi dan penelitian yang intensif untuk menemukan
perkembangan-perkembangan inovatif bagi pengembangan kurikulum ke
arah yang lebih baik . Dengan demikian, kurikulum  prodi selalu
mendapatkan perbaikan yang berkelanjutan.
Sumber daya dosen dan karyawan bertugas  untuk  mengembangkan
seluruh kompetensi tenaga sumber daya manusia menjadi tenaga-tenaga yang
produktif  dalam kerangka Islami, efektif, dan bermutu. Disamping itu, dosen
dan karyawan bertanggung jawab penuh dalam untuk menumbuhkan
motivasi kerja (motivation to work) yang dibarengi dengan tumbuhnya
perasaan rasa memiliki (sense of belongingness), rasa kebersamaan (sense of
togetherness), dan rasa saling percaya (sense of trustworthyness) terhadap
lembaga.
Sarana program studi yang meliputi seluruh fasilitas pendidikan
disiapkan demi berlangsungnya kegiatan pendidikan yang Islami, efektif, dan
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bermutu. Bersama unit-unit di prodi, bagian pengembangan sarana  juga ikut
bertanggung jawab terhadap kebersihan, kenyamanan dan keamanan
lingkungan lembaga. Tugas-tugas pemeliharaan, perbaikan dan pengadaan
segala sarana dan fasilitas  menjadi kegiatan  bagian ini.
Bagian Pembiayaan bertugas merencanakan anggaran dan belanja
seluruh kegiatan  secara Islami, efektif, dan bermutu, serta melakukan
pengendalian pelaksanaan anggaran dan arus keuangan baik masuk maupun
keluar secara jujur, profesional, dan transparan, yang meliputi sumber
pembiayaan, pengelolaan pembiayaan, pertanggungjawaban pembiayaan.
pengendalian biaya, dan standar akuntansi.
Mempertimbangkan tugas utama prodi Kependidikan Islam  dalam
menghasilkan calon guru yang profesional, penelitian ini  dilakukan untuk
menghasilkan sebuah model evaluasi  mutu internal prodi Kependidikan
Islam (EMI-PSPI), yang diharapkan bermanfaat, berguna, serta akan menjadi
alat bagi prodi Kependidikan Islam untuk melaksanakan evaluasi mutu
sistem pendidikannya . Model evaluasi mutu internal prodi Kependidikan
Islam (EMI-PSPI) menggunakan model pengembangan evaluasi  CIPP. Pada
evaluasi model CIPP terdapat   dimensi evaluasi, yaitu context, input, process,
dan product, sedangkan pada model EMI-PSPI ini diambil dimensi input,
proses,  produk atau outputnya. Dimensi input terdiri dari  evaluasi visi misi,
evaluasi kompetensi dosen dan karyawan, evaluasi kurikulum dan evaluasi
sarana prasarana. Sedangkan dimensi proses, meliputi evaluasi  proses
pembelajaran, evaluasi penilaian,  dan evaluasi pembinaan mahasiswa.
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Evaluasi produk dari CIPP, dalam model EMI-PSPI digunakan untuk evaluasi
output lulusan yang terdiri dari berbagai kompetensi guru Pendidikan Islam
yaitu kompetensi paedagogi, profesional, sosial dan personal/kepribadian.
Evaluasi  mutu internal menurut model  ini bertujuan untuk mengungkap
mutu  penyelenggaraan program studi Kependidikan Islam dalam
menghasilkan calon guru profesional, yang akan menggambarkan kriteria-
kriteria penyelenggaraan prodi yang perlu dievaluasi  mutunya dengan
hypothetic construct sebagai berikut:























1. Bagaimanakah langkah-langkah model evaluasi mutu internal terkait
dengan input yang mencakup visi misi, kompetensi dosen dan karyawan,
sarana, dan kurikulum dalam program studi  Kependidikan Islam?
2. Bagaimanakah langkah-langkah model evaluasi mutu internal terkait
dengan proses yang mencakup standar proses pembelajaran, dan
pembinaan mahasiswa pada program studi Kependidikan Islam?
3. Bagaimanakah langkah-langkah model evaluasi mutu internal terkait
dengan output yang mencakup standar kompetensi lulusan sebagai calon
guru yaitu kompetensi paedagogi, kompetensi profesional, kompetensi
sosial , kompetensi kepribadian dan kompetensi kepemimpinan lulusan
program studi Kependidikan Islam?
4. Bagaimanakah model evaluasi mutu internal program studi Kependidikan
Islam (EMI-PSPI) dapat memberikan gambaran dan kriteria mutu program
studi Kependidikan Islam dalam menghasilkan calon guru profesional?
5. Bagaimana tingkat validitas dan reliabilitas instrumen dalam model
evaluasi mutu program studi Kependidikan Islam yang dikembangkan?
6. Bagaimana tingkat efektivitas model evaluasi mutu program studi
Kependidikan Islam  yang dikembangkan?
7. Bagaimana hasil evaluasi mutu program studi Kependidikan Islam sesuai
kriteria menurut model evaluasi yang dikembangkan?
